
BUPATI KEBUMEN
 

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR   40  TAHUN  2013

TENTANG

 JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA                                                         
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI  KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, 
maka perlu mengatur jenjang nilai pengadaan barang/jasa 
pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang    
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003   
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang   
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun   2008  Nomor  59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

SALINAN



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009   
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         
Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         
Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara   
Republik Indonesia  Tahun   2005   Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara   
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia   Tahun   2005   Nomor   165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara   Republik Indonesia   
Tahun   2007   Nomor   82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-ungangan;

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia   Tahun   2012   Nomor   155);



18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007       
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kebumen Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11          
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen Tahun 2008  Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN 
BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN.

   Pasal 1

Jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada pada Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Kebumen dengan ketentuan sebagai 
berikut :
a. jenjang nilai pengadaan barang/jasa yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengikuti 
ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

b. jenjang nilai pengadaan barang/jasa yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Operasional Badan 
Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Kebumen dengan ketentuan sebagai berikut:
1. pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai sampai 

dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)  
dilakukan melalui pembelian langsung kepada penyedia 
barang/jasa;

2. pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai diatas  
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai 
dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)  
dilakukan melalui pengadaan langsung kepada penyedia 
barang/jasa;

3. pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai diatas  
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai 
dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)  
dilakukan melalui penunjukan langsung kepada  agen 
tunggal, distributor dan/atau penyedia barang/jasa; 

4. pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai diatas  
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai 
dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)  
dilakukan melalui lelang sederhana; dan

5. pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai diatas  
Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan 
melalui pelelangan umum.



c. jenjang nilai pengadaan jasa konstruksi dan konsultansi yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Operasional  Badan Layanan Umum 
Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen mengikuti 
ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen  
Nomor 130 Tahun 2010 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen sebagai Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan  Badan Layanan 
Umum Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 
2010 Nomor 130) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 25 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

       ADI PANDOYO  

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006

             Ditetapkan di Kebumen
          pada tanggal  25 Maret 2013
          

BUPATI  KEBUMEN,
ttd.

          BUYAR WINARSO



                                                                     


